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ABSTRAK 
Judul dari skripsi ini adalah “Tinjauan Yuridis Tentang Penyalahgunaan Narkotika Terhadap 
Anggota Polri Sulawesi Tengah Berdasarkan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika”. Sedangkan yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini 
adalah : apakah yang menjadi faktor penyabab polisi melakukan penyalahgunaan narkotika 
dan apakah proses peradilan terhadap anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan 
narkotika sudah sesuai yang diharapakan oleh KUHAP. 
Lokasi penelitian ini bertempat di Polda Sulawesi Tengah Dan Pengadilan Negeri Palu. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yang bersifat normatife. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan anggota polisi melakukan 
penyalahgunaan narkotika adalah (1) karena adanya peluang,(2),karena sebelumnya anggota 
polisi tersebut sudah seorang pencandu, dan (3), karena pengaruh lingkungan. Dalam proses 
peradilan terhadap anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika, sebagaimana 
warga sipil lainnya yaitu menggunakan aturan hukum Kitab Undang-Undang Acara Pidana 
dengan proses yang baku yakni proses penyidikannya dilakukan oleh penyidik kepolisian, 
penuntutnya dilakukan jaksa Penuntut umum dan diadili lembaga Pengadilan Negeri. 
 
Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Polisi dan Undang-undang Narkotika 
 
I. PENDAHULUAN  
A.Latar Belakang Masalah 
 Pembentukan UU No.35 Tahun 2009 
bertujuan untuk : (1)Menjamin ketersediaan 
narkotika untuk kepentingan pelayanan 
kesehatan dan/atau pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, (2)Mencegah, 
melindungi, dan menyelamatkan bangsa 
indonesia dari penyalahgunaan narkotika, 
(3)Memberantas peredaran gelap narkotika 
dan perkusor narkotika, dan (4) Menjamin 
pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial 
bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika. 
Dalam UU No. 35 Tahun 2009, yang 
dimaksud perkusor narkotika adalah zat atau 
bahan pemula atau bahan kimia yang dapat 
digunakan dalam perbuatan narkotika yang 
dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir 
dalam UU No.35 Tahun 2009.
1
 
                                                          
1
 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, 
Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm. 90 
Masalah penyalahgunaan Narkotika, 
Psikotropika dan Zat Adiktif lainya (NAPZA) 
atau istilah yang populer dikenal masyarakat 
sebagai NARKOBA merupakan masalah yang 
sangat besar yang dihadapi oleh pemerintah 
dan aparat penegak hukum. Di tambah lagi 
penyalahgunaan narkotika saat ini, bukan 
hanya dari kalangan pelajar, mahasiswa dan 
anak-anak remaja, melainkan sudah merambat 
dikalangan anggota penegak hukum. Yang 
seharusnya mereka menangkap dan 
memerangi peredaran narkotika dan 
psikotropika malah sebagian dari mereka ikut-
ikutan terlibat dalam penyalahgunaan 
narkotika. 
diketahui pada tahun kemarin tepatnya 
pada tanggal 28 September 2012 sekitar jam 
18.30 Wita bertempat di jln.Samratullangi 
lorong IV, Kel.Talise Kec. Palu Timur Kota 
Palu telah terjadi penggrebekan di rumah kost 
RB yang tidak lain ia adalah salah satu 
anggota kepolisian yang terbukti memiliki 
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shabu-shabu tanpa hak atau izin dari pihak 
yang berwenang.
2
 Ulah oknum polisi ini jelas 
telah mencoreng institusi Polri. Perbuatannya 
sangat bertentangan dengan perjuangan korps 
kepolisian untuk memberantas peredaran 
narkotika. 
kasus ini sekaligus menunjukkan 
kuatnya jejaring pengedar narkotika merasuk 
dalam kehidupan masyarakat. Peredaran 
narkotika merajalela. Korbannya mulai anak-
anak hingga oknum aparat penegak hukum. 
Ulah oknum penegak hukum yang terlibat 
dalam kasus narkotika pun menjadi sangat 
memprihatinkan. Mereka yang seharusnya 
menjadi penegak hukum malah menjual diri 
demi keuntungan bisnis narkotika. Cepat atau 
lambat oknum-oknum semacam ini akan 
menularkan kebiasaan buruknya kepada 
sesama aparat keamanan yang menjadi rekan 
kerjanya. Pemberantasan peredaran narkotika 
akhirnya menjadi semakin sulit jika masih 
banyak oknum-oknum aparat yang terlibat 
menjadi pengguna, pengedar, atau membeking 
jaringan narkotika. Semakin banyak warga 
mengalami kecanduan narktika maka semakin 
besar kerugian bangsa dan negara. Apalagi 
jika korbannya adalah generasi terbaik bangsa 
yang semestinya sukses berkiprah di berbagai 
bidang pembangunan. 
Untuk memerangi penyalahgunaan 
narkotika, masyarakat harus ikut turut 
berperan serta karena peran aktif masyarkat itu 
mewujudkan upaya pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran narkotika. 
Kewajiban masyarakat ialah melaporkan 
tentang terjadinya tindak pidana narkoika 
kepada aparat penegak hukum. Disamping 
kewajiban itu masyarakat mempunyai hak 
untuk mendapatkan jaminan perlindungan 
hukum dari aparat penegak hukum. Namun 
demekian hak dan kewajiban masyarakat 
sangat terbatas, khususnya dalam menindak 
para pelaku kejahatan tersebut.
3
 
                                                          
2
 Sumber Data Pengadilan Negeri Palu 
NO.14/Pid.SUS/2013/PN.PL 
3
 Siswanto Sunarso, penegakan hukum 
psikotropika dalam kajian sosiologi hukum, PT. Raja 
Grafindo Persada, jakarta 2005, hlm 158 
Melihat fenomena, terjadinya 
penyalahgunaan narkotika oleh penegak 
hukum itu jelas menandakan bahwa 
pemberantasan penyalahgunaan narkotika 
secara tuntas sulit di wujudkan secara 
maksimal. Adanya fenomena seperti yang 
telah disebutkan diatas, maka penulis mencoba 
untuk menganalisa tentang tindakan 
penyidikkan terhadap oknum anggota polisi 
yang melakukan tindak pidana, apakah sudah 
berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh 
KUHAP, tanpa adanya diskriminasi dengan 
pelaku kriminal lainnya yang dilakukan oleh 
masyarakat biasa, hal ini sangat penting untuk 
dilakukan demi menjaga dan mengangkat citra 
polisi yang profesional yang betul-betul 
melindungi kepentingan masyarakat. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang 
diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan 
masalah penelitian adalah sebagai berikut :  
1. Apakah yang menyebabkan anggota 
penegak hukum melakukan 
penyalahgunaan narkotika?  
2. Proses peradilan terhadap anggota 
kepolisian dan Penerapan Sanksinya? 
 
II. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor Penyebab Anggota Polisi 
Melakukan Penyalahgunaan Narkotika 
 Secara umum yang dimaksud dengan 
narkotika adalah sejenis sejenis zat yang bila 
dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh ) akan 
membawa pengaruh terhadap tubuh 
sipemakai. Pengaruh tersebut berupa : 
menenangkan, merangsang dan menimbulkan 
khayalan (halusinasi).
4
 
 Didalam Undang-undang Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya 
ditulis : UU No. 35 Tahun 2009), narkotika 
didefenisikan sebagai zat atau obat yang 
berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 
sintesis maupun semisintesis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan 
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
                                                          
4
 B.Bosu, Sendi-Sendi Kriminologi, Usaha 
Nasional Surabaya Indonesia, hlm, 68. 
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menghilangkan rasa nyeri dan dapat 
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan 
kedalam golongan-golongan sebagaimana 
terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009. 
 Sedangkan penyalahgunaan narkotika 
Penyalahgunaan Narkotika adalah pemakaian 
obat-obatan atau zat-zat berbahaya lain dengan 
maksud bukan untuk tujuan pengobatan 
dan/atau penelitian serta digunakan tanpa 
mengikuti aturan serta dosis yang benar.
5
 
Polisi adalah susunan organisasi, 
perlengkapan dan latihan bagi dinas kepolisian 
serta sikap dan kebiasaan-kebiasaan dalam 
dinas.
6
 
 Pada umumnya yang menjadi 
penyebab seseorang menyalahgunakan dan 
menjadi ketergantungan narkotika. Menurut 
Sumarno Ma’sum, bahwa terjadinya 
penyalahgunaan narkotika secara garis besar 
dikelompokkan kepada tiga bagian, yaitu : 
1. Obat, Kemudahan didapatinya obat 
secara sah atau tidak, status hukumnya 
yang masih lemah dan obatnya mudah 
menimbulkan ketergantungan dan 
adiksi 
2. Kepribadian, meliputi perkembangan 
fisik dan mental yang labil, kegagalan 
cita-cita, cinta, prestasi, jabatan dan 
lain-lain, menutup diri dengan lari dari 
kenyataan, kekurangan informasi 
tentang penyalahgunaan obat keras, 
bertualang dengan sensasi yang penuh 
resiko dalam mencari identitas 
kepribadian, kurangnya rasa disiplin, 
kepercayaan agamanya kurang minim; 
Lingkungan meliputi rumah tangga 
yang rapuh dan kacau, masyarakat 
yang kacau, tidak adanya tanggung 
                                                          
5
 Mardani, penyalahgunaan narkoba 
dalamperspektif hukum islam dan hukum pidana 
nasional, (jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008 ), 
hlm 78. 
6
 M.L. Hc. Hulsman dan Soedjono 
Dirdjosisworo (penyadur), sistem Peradilan Pidana : 
dalam perspektif perbandingan hukum Pidana, (jakarta 
: CV.Rajawali ) hlm, 27. 
jawab orang tua dan petunjuk serta 
pengarahan, pengangguran.
7
 
 Sedangkan Berdasarkan hasil 
wawancara di kantor POLDA SULTENG 
bagian Ditresnarkoba dimana terdiri dari 
AKP.Kiki Christina E, SOS, Brigadir Noval, 
bahwa penyebab faktor penyalahgunaan 
narkotika dikalangan anggota polisi adalah 
sebagai berikut : 
1. Iseng-iseng saja dan rasa ingin tahu. 
2. Lingkungan misalnya mempunyai 
kelompok teman yang merupakan 
pecandu narkotika. 
3. Narkobanya itu sendiri mudah 
didapatinya. 
Berdasarkan hasil wawancara dari 
narasumber diatas, bahwa data kasus anggota 
polisi dari tahun 2009 s/d 2013 adalah sebagai 
berikut :
8
 
 Tabel.1. Data Kasus Penyalahgunaan 
Narkotika Oleh Oknum Anggota Polri 
Sulawesi Tengah Dari Tahun 2009 s/d 2013. 
Tahun 
Kejadian 
Dilapor 
Polisi Golongan II 
2009 5 Brigadir 
2010 3 Brigadir 
2011 3 Brigadir 
2012 3 Brigadir 
2013 2 Brigadir 
Jumlah  16  
Sumber: ditresnarkoba POLDA SULTENG 
Berdasarkan tabel diatas 
penyalahgunaan narkotika dikalangan anggota 
polisi sulawesi tengah dari tahun 2009 s/d 
2013 mengalami penurunan karena sanksi 
hukum kepada anggota polisi yang melakukan 
pelanggaran lebih berat dari pada masyrakat 
                                                          
7
 Ibid, hlm 102 
8
 Hasil wawancara di POLDA SULAWESI 
TENGAH, Senin 18 November 2013 Jam 10:00 WITA 
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yang melakukan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika.
9
 
B. Proses Peradilan Terhadap Terhadap 
Anggota Polisi Dan Penerapan Sanksinya 
Dalam penulisan skripsi ini 
mengetengahkan bahwa studi kasus terhadap 
anggota polisi yang melakukan pelanggaran 
kode etik kepolisian yang berujung pada 
proses peradilan pidana. Kasus yang dimaksud 
adalah sebagai berikut : 
Kasus tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika jenis shabu-shabu oleh RB, pada 
ahri jum’at tanggal 28 september tahun 2012 
sekitar jam 18.30 Wita atau setidak-tidaknya 
pada suatu waktu dalam bulan september 
tahun 2012 bertempat dijalan Samratulangi 
Lorong IV, Kelurahan talise, Kecamatan Palu 
Timur, Kota Palu, “tanpa hak atau melawan 
hukum memiliki, menyimpan, atua menguasai 
atau menyediakan narkotika golongan I Bukan 
Tanaman, sebanyak 2 (dua) paket kecil seberat 
0,0546 gram. 
Berdasarkan Hasil putusan 
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu 
NO.14/Pid.SUS/2013/PN.PL  
Menimbang, bahwa oleh karena 
terdakwa telah terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana dan dijatuhi pidana sesuai dengan 
kesalahannya, maka terdakwa juga harus 
dihukum untuk membayar biaya perkara yang 
besarnya akan ditentukan dalam amar putusan 
ini; 
1. Menjatuhkan pidana terdakwa oleh 
karena itu dengan pidana penjara 
selama 10 (sepuluh) bulan; 
2. Menetapkan masa penahanan yang 
telah dijalani terdakwa dikurangi 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 
3. Memerintahkan terdakwa untuk tetap 
ditahan 
4. Memerintahkan barang-barang bukti 
berupa : 
 Untuk keperluan pen pengujian 
0,0318 gram, sisa sampel/barang 
bukti sebanyak 0.0228 gram 
                                                          
9
 Ibid, hlm 5. 
 1 (satu) buah Hp Merk Nokia tipe 
X2, 
 1 (satu) botol aqua (bong) 
 6 (enam) pipet plastik 
 1 (satu) korek api gas 
 1 (satu) jarum sumbu, 
 1 (satu) buah gunting 
 1 (satu) buah jarum. 
5.  Membebankan biaya perkara kepada 
terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu 
rupiah). 
Demikianlah diptuskan dalam rapat 
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Palu, pada hari kamis tanggal 18 April 
2013 oleh kami : Erwan Munawar, S.H., 
M.H., Ketua Pengadilan Negeri Palu selaku 
Hakim Ketua Majelis, Rommel F. 
Tampubolon, S.H. dan A.F.S. Dewantoro, 
S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim 
Anggota, putusan mana diucapkan pada hari 
Rabu tanggal 24 April 2013 dalam 
persidangan yang terbuka untuk umum oleh 
Erwan munawar,S.H., M.H., didampingi 
Rommel F. Tampubolon, S.H dan A.F.S. 
Dewantoro, S.H., M.H., hakim-hakim anggota 
tersebut, dibantu oleh Meidity S. Tamboto, 
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan 
Negeri tersebut, dihadiri Cahyadi Sabri, S.H., 
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 
Palu dan dihadapan terdakwa.
10
 
Didalam Undang-undang No.2 tahun 
2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 
indonesia, Pasal 1 ayat (1), pengertian 
Kepolisian yaitu kepolisian adalah hal ihwal 
yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 
polisi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Dari penegasan Pasal 1 ayat (1) di 
atas, maka kepolisian berarti lembaganya, 
sedangkan polisi menunjukan orang yang 
termasuk dalam anggota kepolisian dengan 
syarat-syarat tertentu yang diatur dengan 
undang-undang. Jadi polisi adalah anggota 
atau pejabat kepolisian yang mempunyai 
wewenang umum. `kepolisian yang dimiliki 
berdasarkanUndang-undang yang berstatus 
                                                          
10
 Sumber data Putusan Pengadilan Negeri Palu 
Nomor : 14/Pid.SUS/2013/PN.PL. 
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pegawai negeri sipil atau alat Negara yang 
mempunyai fungsi pemerintah Negara 
dibidang pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, 
perlindungan, pengayoman dan pelayanan 
kepada masyarakat dalam rangka 
terpeliharanya keamanan dalam negeri. 
Adapun tugas pokok Kepolisian 
Negara Republik indonnesia disebutkan 
dalaam Pasal 13 Undang-undang No.2 tahun 
2002 : 
Tugas pokok Kepolisian Republik 
Indonesia adalah : 
1. Memlihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat 
2. Menegakkan hukum dan, 
Memberikan perlindungan, 
pengayoman dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
Proses penyidikan terhadap anggota 
polisi yang melakukan tindak pidana adalah 
dilakukan proses sebagaimana warga negara 
sipil lainnya, yaitu menggunakan aturan 
hukum kitab Undang-undang hukum acara 
pidana dan di adili pada Pengadilan Negeri. 
Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 29 Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2002 yang 
menegaskan bahwa anggota kepolisian Negara 
Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan 
peradilan umum. 
Hal tersebut diatas dipertegas kembali 
didalam Bab VIII Ketententuan Peralihan 
Pasal 43 yang berbunyi sebagai berikut: 
Pada saat Undang-undang ini mulai 
berlaku maka semua peraturan Perundang-
undangan yang merupakan pelaksanaan 
mengenai Kepolisian Negara Republik 
indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dengan undang-undang ini. 
Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota 
kepolisian Negara Republik Indonesia yang 
belum diperiksa baik ditingkat penyidikan 
maupun pemeriksaan dipengadilan militer 
berlaku ketentuan Peraturan Perundang-
undangan dilingkungan peradilan Umum. 
Dengan merujuk pada bunyi Pasal 29 
ayat (1) tersebut diatas maka nyatalah kiranya 
anggota kepolisian yang melakukan tindak 
pidana adalah diperiksa (disidik) oleh anggota 
kepolisian sendiri yang tugas dan fungsinya 
sebagai penyidik sebagaimana halnya anggota 
masyarakat sipil lainnya yang melakukan 
tindak pidana, kecuali apabila Anggota 
Kepolisian itu melakukan tindak indisipliner 
maka hal tersebut diperiksa (disidik) oleh 
atasan lansungnya setelah anggota kepolisian 
tersebut diperiksa berdasarkan kode etik 
profesi kepolisian sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut :  
Pasal 34 berbunyi sebagai berikut : 
1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian 
Negara Republik Indonesia terkait 
pada kode etik profesi kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 
2) Kode etik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dapat menjadi 
pedoman bagi pengembangan fungsi 
kepolisian lainnya dalam 
melaksanakan tugas sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dilingkungannya. 
3) ketentuan mengenai kode etik profesi 
kepolisian Negara Republik Indonesia 
diatur dengan keputusan Kapolri. 
Pasal 35 Berbunyi sebagai berikut : 
1) pelanggaran terhadap kode etik profesi 
kepolisian Negara Republik Indonesia 
oleh pejabat kepolisian Negara 
Republik Indonesia diselesaikan oleh 
komite kode etik kepolisian Negara 
Indonesia. 
2) Ketentuan mengenai susunan 
organisasi dan tata kerja komisi kode 
etik kepolisian Negara Republik 
Indonesia diatur dengan keputusan 
kapolri. 
Jadi sikap dan perilaku anggota 
kepolisian terikat pada kode etik profesi 
kepolisian, dan kode etik kepolisian juga 
menjadi pedoman bagi pengemban fungsi 
kepolisian lainnya. Selain itu untuk 
mengabdikan diri sebagai alat Negara penegak 
hukum, yang tugas dan wewenangnya 
bersangkut paut dengan hak dan kewajiban 
warga negara, maka diperlukan kecakapan, 
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teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap 
pejabat kepolisian harus menjiwai, menghayati 
dan menghormati etiak profesi kepolisian yang 
tercermin dalam sikap dan perilakunnya.  
Didalam melaksanakan tugas 
kepolisian berkaitan erat dengan hak serta 
kewajiban warga negara dan masyarakat 
secara langsung serta diikat oleh kode etik 
kepolisian, maka dalam hal seorang anggota 
kepolisian yang melaksanakan tugas dan 
wewenangnya dianggap melanggar etika 
profesi, ia harus mempertanggung jawabkan 
perbuatannya dihadapan komisi kode etik 
kepolisian, hal ini dimaksud untuk pemuliaan 
profesi kepolisian, sedangkan terhadap 
pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana 
diselesaikan sesuai dengan peraturan 
perundang-undang yang berlaku. Maka dalam 
hal seseorang anggota kepolisian yang 
melaksanakan tugas dan wewenangnya 
dianggap melanggar etika profesi, ia harus 
mempertanggung jawabkan perbuatannyan 
dihadapan komisi kode etik kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 
Berkaitan dengan hal diatas, maka 
sejak era reformasi sekarang ini, jika ada 
seseorang anggota polri yang diduga 
melakukan suatu tindak pidana tertentu, maka 
proses penyidikkannya dan proses hukumnya 
yang bersangkutan juga diproses sesuai 
ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di 
Indonesia. 
Jadi pemberlakuan peradilan umum 
bagi anggota polri yang melakukan tindak 
pidana,harus didasarkan atas : 
a. Telah diundangkannya Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
sebagaimana secara implisit telah 
dicantumkan dalam Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut 
telah diperkuat dengan adanya 
PP.Nomo 2 Tahun 2003 Tentang 
Disiplin Polri tercantum dalam Bab II 
Pasal 3 Huruf G yang berbunyi “ 
mencermati peraturan perundang-
undangan yang berlaku, baik yang 
berhubungan dengan tugas 
kedinasan maupun yang berlaku 
secara umum”.  
b. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UUD 
1945 tentang perlakuan yang sama 
dihadapan hukum bilamana terjadi 
tindakan setiap anggota polri diluar 
atau melampaui wewenang hukumnya 
atau memang tidak mempunyai 
wewenang hukum untuk bertindak, 
maka harus dipandang sebagai 
tindakan perseorangan secara pribadi 
yang harus dipertanggung jawabkan 
melalui 4 karakter yaitu : 
1) Pertanggung jawaban 
secara hukum disiplin. 
2) Pertanggung jawaban 
secara hukum perdata. 
3) Pertanggung jawaban 
secara hukum pidana. 
4) Pertanggung jawaban 
secara hukum tata negara. 
Pendapat ini menandakan bahwa 
mekanisme penyidikkan terhadap anggota 
polri mengacu kepada ketentuan yang berlaku 
dalam hukum acara pidana umum 
sebagaimana yang diatur dalam UU no.2 
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 
Dengan demikian status hukum 
anggota polri yang prosesnya masih pada 
tingkat penyidikan kedudukannya sebagai 
tersangka dan jika anggota polri tersebut 
berkasnya sudah dilimpahkan kepada jaksa 
penuntut umum dan sudah diajukan 
kepersidangan, maka kedudukannya berubah 
dan yang semula sebagai tersangka telah 
menjadi terdakwa. 
Dalam proses penuntutan dan 
pemeriksaan anggota polri diperadilan umum, 
tidak ada perbedaan dengan pemeriksaan bagi 
terdakwa yang bukan anggota polri. Hal ini 
berarti yang melakukan dakwaan dan 
penuntutan juga adalah seorang atau jaksa 
penuntut umum. 
Selama pemeriksaan peradilan 
berlangsung maka terdakwa meskipun adalah 
anggota polri wajib tunduk pada aturan umum 
yang berlaku dalam lingkup Hukum Acara 
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Pidana, dan bagi atasan yang bersangkutan 
wajib memeperlancar jalannya persidangan. 
Dengan demikian, maka dapat 
dikatakan bahwa proses peradilan umum 
terhadap anggota polri, yang diawal dan 
proses penyidikan, penuntutan, hingga 
persidangan semuanya diterapkan berdasarkan 
hukum acara pidana yang berlaku dilingkup 
peradilan umum sebagaimana masyarakat 
biasa yang melakukan tindak pidana. 
 
 
III. PENUTUP 
A. Kesimpulan  
 Faktor-faktor yang menyebabkan 
oknum polisi melakukan penyalahgunaan 
narkotika adalah disebabkan karena adanya 
faktor rasa ingin tahu yang tinggi, fakor 
lingkungan yakni memiliki teman atau bergaul 
terhadap teman yang sudah memakai barang 
terlarang tersebut, dan peluang, karena obat 
terlarang tersebut mudah didapat. 
 Proses peradilan terhadap anggota 
polisi yang melakukan tindak pidana adalah 
dilakukan proses sebagaimana warga negara 
sipil lainnya, yaitu menggunakan aturan 
Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana dengan proses baku yakni proses 
penyidikkannya dilakukan oleh penyidik 
kepolisian (walaupun pada korpsnya sendiri) 
penuntutanya dilakukan oleh jaksa {enunutut 
Umum dan diadili pada lembaga pengadilan 
negeri. 
B. Saran 
 Sebaiknya polri sebagai penyidik 
terhadap warga sipil maupun terhadap anggota 
kepolisian yang melakukan tindak pidana 
harus betul-betul menegakkan hukum secara 
konsisten dan konsekuen denga tidak 
diskriminatif untuk menjamin kepastian 
hukum, keadilan,dan kebenaran serta 
menegakkan hak asasi manusia. 
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